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ABSTRAK

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya haruslah memiliki pengetahuan secara teoritis dan
pengalaman yang baik secara teknis dan haruslah memiliki tanggung jawab etika hukum yang
tinggi seperti nilai-nilai atau ukuran-ukuran etika, penghayatan terhadap nilai keluhuran dan tugas
jabatannya, serta integritas dan moral yang baik. Kewenangan Notaris saat membuatkan Akta
Perjanjian Hibah berdasarkan KUHPerdata adalah dalam Pasal 1666 KUHPerdata vyaitu
menegaskan bahwa hibah bisa dilakukan dan Pasal 1671, 1672, 1687 KUHPerdata. Pelaksanaan
perjanjian hibah tanah dibuat oleh Notaris atas dasar kewenangannya haruslah mengacu pada
KUHPerdata dalam merumuskan klausula-klausula di dalam Akta Perjanjian Hibah.
Permasalahan yang diteliti pada tesis ini adalah 1) Bagaimanakah Seorang Notaris Dapat
Dimintakan Pertanggungjawaban Perdata Atas Akta Hibah Yang Dibuatnya? 2) Bagaimanakah
Akibat Hukum Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Sepengetahuan Pemilik Akta? 3)
Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 192/Pdt.G/2018/PN Mdn?

Jenis penelitian adalah yuridis normative. bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan
sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian adalah
melalui penelitian langsung kelapangan melalui interview (wawancara) yang dilakukan terhadap
informan, dan Sumber data sekunder pada penelitian diantaranya mencakup dokumen-dokumen
resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Analisis data
yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif

Hasil dari penelitian adalah 1) Seorang notaris bertanggungjawab dalam segi pidana,
administrasi, dan perdata. Jika seorang notaris tidak sesuai dengan kode etik dalam menjalankan
jabatannya maka pihak notaris harus siap untuk mempertanggungjawabkan nya. 2) Seorang
Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap
salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris
hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta.
Sepanjang apa yang telah dilakukannya sesuai dengan prosedur dan apa yang telah ditentukan
oleh Undang-Undang. 3) Putusan Pengadilan Negeri Medan 192/ Pdt.G/2018/PN Mdn,
disebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam menggugat
Tergugat, namun kurang setuju jika gugatan penggugat tidak diterima secara keseluruhan
disebabkan dikarenakan tergugat yang menyatakan error in persona adalah gugatan yang
dianggap sebagai tindakan yang tidak memenuhi syarat formil dan gugatan yang harus
dinyatakan tidak dapat diterima..
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PENDAHULUAN
Bentuk akta otentik menurut keabsahannya terbagi kepada dua bentuk, yaitu akta yang dibuat oleh
notaris (akta relaas) dan akta yang dibuat dihadapan notaris (akta partij). Akta yang dibuat oleh
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notaris (akta relaas atau akta pejabat), yaitu akta yang dibuat oleh notaris yang memiliki muatan
uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang
dilihat atau disaksikan oleh notaris. Sedangkan yang dimaksud dengan akta pihak atau akta yang
dibuat dihadapan notaris (akta partij) adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi
wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga
akta dalam bentuk ini dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang dikehendaki oleh para pihak yang
berkepentingan.

Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf |
atau Pasal 16 ayat (7) adalah. Pada pasal 16 ayat (1) huruf | adalah membacakan akta di hadapan
penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu
juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf | tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa
hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta di paraf oleh
penghadap, saksi, dan Notaris.

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terutama terkait dengan persoalan
hukum keperdataan, ditambah lagi mengingat masyarakat modern saat ini banyak terbebani dengan
urusan dan administrasi hukum keperdataan yang harus didokumentasikan dalam bentuk akta
otentik agar perbuatan hukum tersebut memiliki legalitas dan kekuatan pembuktian. Pembuatan
dokumen-dokumen hukum atau akta tersebut, jasa Notaris yang trampil, teliti dan profesional
sangatlah dibutuhkan.

Notaris selain merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang dalam membuat akta
otentik sekaligus juga merupakan perpanjangan tangan Pemerintah. Dalam menjalankan
jabatannya, Notaris harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan
serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Layanan hukum oleh Notaris dapat diberikan dalam
bentuk membuat akta otentik, mengesahkan serta mendaftarkan akta di bawah tangan ataupun
kewenangan lainnya. Akta merupkan surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau di hadapan
pegawai yang berwenang untuk membuatnya yang menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah
pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang
segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan
perihal dalam akta itu.

Berbicara mengenai akta, terbagi menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di
bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak, tanggalnya bisa
dibuat kapan saja, sedangkan terhadap akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang
untuk itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris selaku
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, Notaris
dengan tanggung jawabnya dapat membuat akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapannya,
Minuta Akta atau asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris,
yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta
dan memberikan grosse akta, salinan dan kutipannya akta.

Proses pembuatan akta jual beli atas tanah diawali dengan mendatangi kantor Notaris/PPAT
kemudian menyerahkan berbagai dokumen yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu
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dilakukan pemeriksaan keaslian dan keabsahan sertifikat yang dilakukan oleh pihak PPAT dari
sertifikat tanah dan PBB dengan memerlukan waktu beberapa hari untuk memastikan apakah
sertifikat atas tanah yang dibeli tidak dalam urusan sengketa atau dijaminkan. Setelah dilakukan
proses terhadap pengecekan sertifikat, langkah selanjutnya adalah melakukan penandatangan yang
dilakukan di kantor PPAT yang dilakukan oleh penjual dan pembeli serta dua orang saksi.

Prosedur hukum dalam pembuatan akta hibah oleh Notaris/PPAT ialah harus tetap mengikut
ketentuan yang terdapat dalam syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal
1320 KUHPer. Pemberian hibah merupakan pemberian yang didasarkan dengan kerelaan hati atau
dengan tulus sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1666 KUHPer Dan hibah tersebut tidak boleh
dilakukan atas dasar hubungan hutang piutang karena telah dilarang oleh Pasal 1670 KUHPer.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya haruslah memiliki pengetahuan secara teoritis dan
pengalaman yang baik secara teknis dan haruslah memiliki tanggung jawab etika hukum yang tinggi
seperti nilai-nilai atau ukuran-ukuran etika, penghayatan terhadap nilai keluhuran dan tugas
jabatannya, serta integritas dan moral yang baik. Apabila notaris melalaikan ketentuan-ketentuan
mengenai akta otentik tersebut akan kehilangan keotentisitasannya dan hanya seperti membuat
akta dibawah tangan dan atas perbuatan dan kelalaiannya terdapat pihak-pihak yang merasa
dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan ganti rugi terhadap notaris yang
bersangkutan.

Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang dibuatnya,
baik secara perdata maupun pidana. Pada dasarnya, seorang notaris tidak bertanggung jawab dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil, maka dari itu
notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu kehati-hatian.

Kewenangan notaris saat membuatkan Akta Perjanjian Hibah berdasarkan KUHPerdata
adalah dalam Pasal 1666 KUHPerdata yaitu menegaskan bahwa hibah bisa dilakukan dan Pasal
1671, 1672, 1687 KUHPerdata. Pelaksanaan perjanjian hibah tanah dibuat oleh Notaris atas dasar
kewenangannya haruslah mengacu pada KUHPerdata dalam merumuskan klausula-klausula di
dalam Akta Perjanjian Hibah.

Lahirnya akta otentik tanpa sepengetahuan pemilik merupakan tindakan tidak taat hukum. Realita
nya dalam masyarakat ada saja kemungkinan ditemukannya para pihak yang memberikan data dan
informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada Notaris, perbuatan tersebut akan berdampak
pada keabsahan akta tersebut yang mengakibatkan kerugian pada pemilik akta otentik.

Akibat hukum dari legalisasi lebih kuat dibandingkan dengan waarmeking atau proses register
dokumen dibawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh Notaris, yang mana dokumen tersebut
sudah dibuat dan ditandatangani oleh Pihak/Para Pihak sebelumnya, dengan menggunakan cara
legalisasi maka penandatanganan tersebut secara otomatis dilakukan dihadapan Notaris. Notaris
dapat memberikan kesaksiannya, apabila diperlukan untuk memastikan para pihak yang
menandatangani perjanjian tersebut serta memastikan tanggal penandatanganan nya.

KAJIAN TEORITIS
Berdasarkan teori kepastian hukum maka kedudukan akta hibah dalam kasus tersebut
merupakan akta autentik yang sah yang peruntukannya untuk bukti awal peralihan hak atas objek
tanah yang digunakan oleh Penggugat, yang keberadaannya dapat menjamin dengan jelas
kepemilikan atas obyek sengketa dalam penelitian dan menjamin dengan jelas kepemilikan atas
obyek sengketa dalam penelitian. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:
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1) Terdapat aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang
boleh atau tidak boleh dilakukan olehnya;

2) Adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya
peraturan-peraturan hukum yang bersifat umum, maka individu dapat mengetahui apa saja yang
boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya
yang tertuang didalam pasal-pasal pada undang-undang melainkan juga harus adanya
konsistensi dalam putusan hakim, yaitu antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim
lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan. Salah satu tujuan hukum ialah
kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian
hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya
dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya
adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan
demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan
hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault) merupakan tanggungjawab yang
dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan
hukum (onrechtmatige daad) karena terdapat kelalaian, kurang hati-hati, kealpaan dan tidak
mengindahkan atau lupa apa yang menjadi kewajibannya. Tanggung jawab mutlak (absolute
responsibility), merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat yang dianggap merugikan
oleh pihak pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya.
Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa
seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul
tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal
perbuatan yang bertentangan.

Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (based on fault), merupakan prinsip yang umum
berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Pada hukum perdata sendiri diatur khusus pada Pasal
1365, 1366 dan 1367, dan merupakan prinsip yang harus dipegang dengan teguh. Prinsip ini
digunakan pertanggungjawaban dapat dimintakan secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan
didalamnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-
undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang
dibahas pada penelitian, dimana penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
Metode pendekatan dalam penelitian digunakan untuk menganalisis tentang akibat hukum terhadap
akta hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik akta dan pertanggungjawaban notaris atas
akta yang dibuatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara
Pertimbangan hukum hakim, merupakan salah satu aspek terpenting dalam

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan
mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang
bersangkutan. “Pertimbangan hukum hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.
Apabila pertimbangan hukum hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal
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dari pertimbangan hukum hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah
Agung.

Kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum adalah memeriksa dan
mengadili perkara perdata maupun perkara pidana. Dalam mengadili perkara perdata, kompetensi
absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada umumnya.

Adapun yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam Nomor 192/ Pdt.G/2018/PN Mdn adalah:

1. Menimbang, bahwa para Penggugat berkeberatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh
Tergugat | dan Il yang telah mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3089 atas nama
Penggugat | yaitu sebagai jaminan dalam kredit kepada Tergugat Il tanpa izin atau tanpa
diketahui Para Penggugat. Serta perbuatan hukum yang telah diterangkan dalam akte hibah
Nomor. 05 tanggal 22 September 2015 yang dibuat oleh Notaris atau Tergugat IV adalah tidak
sah dan tidak berkekuatan hukum.

Adapun kesepakatan yang dilakukan oleh Tergugat | dan Il dengan Tergugat IV yang dituangkan
dalam Akta Hibah Nomor.05 tanggal 22 September 2015 mengandung causa atau keterangan palsu
yang bertujuan untuk merampas hak orang lain, disebabkan adanya pemalsuan data diri berupa
Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta meminta orang lain untuk mengaku kepada Notaris / Tergugat IV
selaku Para Penggugat. Maka dapat dinyatakan batal demi hukum karena syarat perjanjian formil
tidak terpenuhi. Perjanjian formil disini maksudnya bukan mengenai perjanjian tersebut didasarkan
atas kesepakatan para pihak, tetapi mengenai oleh Undang-Undang disyaratkan sebuah formalitas
tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Pada kasus ini tidak ada
kesepakatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam memberikan akta hibah dan menuangkan
nya kedalam akta hibah yang dibuat oleh Notaris/ Tergugat IV. Juga Batal demi hukum karena
syarat obyektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 1335
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah
dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Kemudian pada
Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa suatu sebab adalah
terlarang apabila suatu sebab tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan
kesusilaan atau ketertiban umum, yaitu melanggar kepentingan dari Pihak Penggugat.

2. Menimbang tentang eksepsi dari kausa hukum Tergugat lll yaitu mengenai gugatan para
penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consurtium).

a. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa gugatan Penggugat tidaklah kurang pihak,
sebab tentang siapa yang akan dijadikan pihak adalah menjadi hak Penggugat untuk
menentukannya, sedangkan Sutrisno Arsyad, SH Notaris di Kabupaten Deli Serdang, menurut
Maijelis tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara ini, karena perkara ini tetap dapat diputus dan
tidak menghalangi pelaksanaan putusan nantinya apabila dikabulkan;

Adanya gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) sering digunakan pihak tergugat untuk
dijadikan dalil eksepsinya dengan tujuan agar hakim menyatakan gugatan dikualifikasi mengandung
cacat formil sehingga gugatan Penggugat ditolak setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

a. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa gugatan Penggugat Salah Pihak (Error in
Persona), menimbang bahwa berdasarkan produk bukti P-1 (Akta Jual Beli) dan dihubungkan
dengan produk bukti T.lIII-9 (Surat Perjanjian Kredit), T.Il1.10 (Surat Kausa Membebankan
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Hak Tanggungan) dan T.lIlI11 (Sertifikat Hak Tanggungan), maka menurut Majelis oleh
karena bukti kepemilikan yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I, Il kepada Tergugat lll, adalah
tercatat atas nama Penggugat H. Sudirman maka adalah wajar apabila Para Penggugat
keberatan maka mengajukan gugatan terhadap Tergugat | dan Il dengan juga melibatkan
Tergugat Il sebab tentu saja bukti kepemilikan tersebut saat ini berada di tangan Tergugat llI;

Pertimbangan hukum hakim bahwa gugatan penggugat yang dinyatakan kabur tidak dapat diterima,
dikarenakan tergugat yang menyatakan error in persona adalah gugatan yang dianggap sebagai
tindakan yang tidak memenuhi syarat formil dan gugatan yang harus dinyatakan tidak dapat
diterima. pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat juga sudah
tepat dan gugatan tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang cacat.

b. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels),
menimbang, bahwa tentang eksepsi ini Majelis berpendapat dapat dibenarkan dengan alasan
sebagai berikut:

1) Bahwa penggugat baik dalam posita maupun petitumnya telah menggabungkan 2 (dua) hal
yang berbeda permasalahannya, yaitu permasalahan adanya perbuatan hukum hibah atas
suatu bidang objek tanah tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai yang berhak atas
objek tanah yang dihibahkan tersebut yang dilakukan di hadapan Tergugat IV Notaris
Mariama, SH dan permasalahan yang lain adalah adanya Perjanjian Kredit antara Tergugat |,
Il sebagai Debitur dengan Tergugat Il sebagai Kreditur dan sebagai jaminannya adalah
Sertifikat Hak Milik Nomor 3089 atas nama Penggugat | H. Sudirman yang menurut Para
Penggugat tidak ada izin atau diketahui Para Penggugat sebelumnya;

2) Bahwa menurut Majelis kedua perbuatan hukum di atas adalah dua perbuatan hukum yang
berdiri sendiri, sebab yang menjadi objek jaminan dalam Perjanjian Kredit (produk T.III-9, T.llI-
10, T.IlI-11) tidak ada menyinggung sama sekali adanya Akta Hibah Nomor 05 tanggal 22
September 2015 (produk bukti P-2), akan tetapi yang menjadi objek jaminan Perjanjian Kredit
adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3089 yang masih tetap terdaftar atas nama H. Sudirman
(Penggugat 1) sehingga Akta Hibah Nomor 05 tanggal 22 September 2015 (produk bukti P-2)
maupun Surat Kausa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tidak ada hubungannya dengan
Perjanjian Kredit tersebut;

3) Bahwa dengan demikian penggabungan gugatan sebagaimana yang dilakukan Para
Penggugat menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, karena tidak jelas dan
menyulitkan penyelesaiannya, karena tidak mungkin Tergugat I, I, Ill, IV akan dihukum
membayar ganti rugi terhadap perbuatan yang saling berbeda dan tidak ada berkaitan
sebagaimana diinginkan Para Penggugat dalam petitum nomor 6 dan nomor 7 surat gugatan,
dimana gugatan yang demikian dalam ajaran hukum acara perdata adalah termasuk
kumulasi gugatan yang dilarang;

Gugatan kumulasi (obyektif) dimana Penggugat atau Pemohon dapat mengajukan tuntutan lebih
dari satu tuntutan dengan tujuan efisiensi untuk mengurangi biaya, menghemat waktu dan
mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bertujuan untuk
menghindari putusan yang saling bertentangan jika memang gugatan tersebut nantinya diajukan
secara terpisah. Berdasarkan kumulasi yang dilakukan oleh Penggugat untuk kumulasi subjektif
adalah benar disebabkan penggabungan beberapa subyek hukum, bisa terjadi seorang penggugat
mengajukan gugatan kepada beberapa orang tergugat atau sebaliknya beberapa orang penggugat
mengajukan gugatan kepada seorang tergugat, dengan syarat antara subjek hukum yang
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digabungkan itu ada koneksitas. ditambahkan kumulasi gugatan dapat dilarang atau tidak dapat
digabungkan apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat tunduk kepada hukum acara yang
berbeda serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat tunduk kepada kompetensi absolut yang
berbeda juga.

B. Analisis Terhadap Putusan Hakim

Kasus ini telah sesuai dengan pernyataan dan teori yang mengemukakan bahwa seorang notaris
tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu
pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat
apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Sepanjang apa yang telah
dilakukannya sesuai dengan prosedur dan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, didalam
hal ini dapat dilihat jika Notaris tidak sampai wewenang dan tujuannya untuk mengkaji secara
mendalam dan komprehensif terhadap dokumen palsu akibat adanya kartu tanda pengenal yang
dibuat secara palsu dan orang yang mengaku sebagai pihak pemberi hibah, yang disertakan oleh
salah satu pihak sepanjang secara administratif sudah dipenuhi sesuai kaidah hukum yang berlaku.

Berdasarkan keputusan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan 192/
Pdt.G/2018/PN Mdn, ditolak karena gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum
penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.3841.000,00 (tiga juta delapan
ratus empat puluh satu ribu rupiah) putusan tersebut telah ditetapkan berdasarkan Pasal 162 Rbg
dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Pada kasus ini dinyatakan
bahwa notaris tidak dapat dipersalahkan dalam putusan ini dimana dalam hal ini hakim berpendapat
bahwa Notaris sama sekali tidak dapat dipersalahkan atas pertanggungjawaban tugasnya dengan
alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas karena Notaris sudah dianggap telah melakukan
jabatannya sesuai dengan Kode Etik Notaris dan Standart Operasi Prosedur (SOP).

Akan tetapi penggugat kurang setuju jika gugatan penggugat tidak diterima secara keseluruhan
karena penggugat merasa tergugat atau pihak notaris telah lalai dalam hal verifikasi syarat-syarat
administrasi dari pembuatan akta hibah tersebut, sehingga seharusnya notaris wajiblah mengetahui
bahwa apa sesungguhnya yang dibuatnya akan timbul mal administrasi yang akan menimbulkan
persoalan dikemudian hari. Akan tetapi pihak gugatan dari tergugat dianggap sebagai tindakan yang
tidak memenuhi syarat formil oleh sebab itu gugatan yang dilakukan oleh penggugat tidak dapat
diterima. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat juga sudah
tepat dan gugatan tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang cacat, yang didukung dengan gugatan
penggugat yaitu sudah benar, diantaranya kumulasi subjektif adalah benar disebabkan
penggabungan beberapa subyek hukum, bisa terjadi seorang penggugat mengajukan gugatan
kepada beberapa orang tergugat atau sebaliknya beberapa orang penggugat mengajukan gugatan
kepada seorang tergugat, dengan syarat antara subjek hukum yang digabungkan itu ada
koneksitas. Dengan menambahkan kumulasi gugatan dapat dilarang atau tidak dapat digabungkan
apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat tunduk kepada hukum acara yang berbeda serta
gugatan yang diajukan oleh Penggugat tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda juga.

KESIMPULAN
Seorang notaris bertanggungjawab dalam segi pidana, administrasi, dan perdata. Jika seorang
notaris tidak sesuai dengan kode etik dalam menjalankan jabatannya maka pihak notaris harus siap
untuk mempertanggung jawabkannya. Tanggung jawab tersebut berdasarkan pada Pasal 60 PJN
atas akta meliputi, didalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh PJN, jika suatu akta karena
tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk (gebrek in de vorm) dibatalkan dimuka pengadilan
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atau hanya dapat dianggap berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan dan dalam segala hal,
dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 1365, 1368, dan 1367 KUHPerdata terdapat
kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Akibat hukum mengenai akta Notaris oleh pengadilan berdampak langsung pada keabsahan dan
kekuatan pembuktian suatu akta tersebut, yaitu akta Notaris sebagai akta otentik dengan kekutan
pembuktian sempurnah berubah mejadi akta di bawah tangan dan akta Notaris menjadi batal demi
hukum. Terhadap akta yang dibyatakan batal demi hukum, maka isi dan kesepakatan dari akta
tersebut mejadi batal dan tidak mengingat bagi para pihak. Sepanjang apa yang telah dilakukannya
sesuai dengan prosedur dan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, didalam hal ini dapat
dilihat jika Notaris tidak sampai wewenang dan tujuannya untuk mengkaji secara mendalam dan
komprehensif terhadap dokumen palsu akibat adanya kartu tanda pengenal yang dibuat secara
palsu dan orang yang mengaku sebagai pihak pemberi hibah, yang disertakan oleh salah satu pihak
sepanjang secara administratif sudah dipenuhi sesuai kaidah hukum yang berlaku, akan tetapi
dapat dilihat kembali jika Notaris haruslah lebih berhati-hati terhadap kartu tanda pengenal dalam
hal ini adalah KTP dan orang yang mengaku sebagai pemberi hibah yang dibawa kehadapan
Notaris agar dapat mengantisipasi permasalahan yang akan datang dikemudian hari.

Putusan Pengadilan Negeri Medan 192/ Pdt.G/2018/PN Mdn, disebabkan gugatan yang diajukan
oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam menggugat Tergugat, namun kurang setuju jika
gugatan penggugat tidak diterima secara keseluruhan disebabkan dikarenakan tergugat yang
menyatakan error in persona adalah gugatan yang dianggap sebagai tindakan yang tidak memenuhi
syarat formil dan gugatan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pihak yang bertindak sebagai
penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat juga sudah tepat dan gugatan tersebut dinyatakan
sebagai gugatan yang cacat, yang didukung dengan gugatan penggugat yaitu sudah benar,
diantaranya kumulasi subjektif adalah benar disebabkan penggabungan beberapa subyek hukum,
bisa terjadi seorang penggugat mengajukan gugatan kepada beberapa orang tergugat atau
sebaliknya beberapa orang penggugat mengajukan gugatan kepada seorang tergugat, dengan
syarat antara subjek hukum yang digabungkan itu ada koneksitas.
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